BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis mengenai Perlindungan Hukum
terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka,

maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan
Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi tidak melanggar tanggung
jawab Direksi karena kewenangan Direksi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan RUPS melalui Video Konferensi pada Perseroan
Terbatas Terbuka, sepanjang memenuhi Kketentuan sebagaimana
disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang merupakan
ketentuan lebih khusus sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang
Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/2020,
dan POJK No. 16/2020, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas terbuka
bukan merupakan pelanggaran terhadap kewenangan Direksi, bahkan
akan memberikan nilai lebih dalam tercapainya GCG sehingga tujuan
Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana disebutkan dalam maksud dan
tujuan Perseroan Terbatas Terbuka yang tercantum dalam Anggaran
Dasar dapat tercapai dengan baik.

2. Terdapat dua bentuk Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham
Minoritas Atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi, yaitu perlindungan hukum
secara preventif dan represif dalam pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas
Terbuka yang bertujuan agar hak dari Pemegang Saham Minoritas
dapat terlindungi dengan baik dan memenuhi prinsip keadilan dalam

pengelolaan Perseroan Terbatas Terbuka di Indonesia
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5.2 Saran

1.

Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video
Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka, Direksi wajib
memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar
tidak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas
Terbuka.

Perlindungan Hukum yang lebih baik terhadap Pemegang Saham
Minoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka adalah
perlindungan hukum secara preventif, yaitu dengan menjalankan
seluruh ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas
Terbuka dengan baik sehingga tidak perlu untuk menggunakan upaya
hukum secara represif supaya hak Pemegang Saham Minoritas

terlindungi.
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